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BAB I \
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang b 1

Sebagaimana telah diketahuil bahwa salah satu kegiatan
Pemerintah di Negara yang sedang membangun adaiah berusahz dan
mencari dana guna membiayai kegiatan dalam menjamin serta meme-
lihara kelangsungan hihup bangsanya, maka Negara yang sedang
membangun dapat melaksanakan kegiatannya yaitu pembangunan yang
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat agar dapat mezacu
diri dari belengpu keterbelakangan terutama dalam bidang pem-
bangunan, baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan sendirinya
biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan akan
meningkat. Namun demikian yang seharusnya adalah bagaimana
Negara yang bersangkutan menggali serta mengembangkan sumber
dana yang acda balik yang berasal dari dalam Negeri seperti pajak
rajak, tabungan masyarakat, keuntungan perusahaan, maupun yang
berasal dari Negara lain misalnya : hasil ekspor dan bantuan
luar Negeri.

Di Negara Republik Indanesia sebagal salah satu Negara
yang sedang membangun baik secara nasional maupun secara regio-
nal, khususnya Daerah Tingkat I maupun Tingkat II dalam kegia-
tan pembangunan diperlukan dana untuk membiayai pembangunan,

Sehubungan dengan judul pembahasan skripsi ini dimana
Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang sebagai tempat untuk
mendapatkan data penulisan, maka salah satu jenis sumber penda-

patan Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Retribusi parkir,

oo




Oleh karena itu untuk menunjang peningkatan pembangunan

Paerah dibutuhkan kemampuan untuk menyelenggarakan pungutan
retribusi parkir secara efektif dan efisien. Dengan demikian
maka diharapkan agar apa yang diinginkan oleh Pemerintah dapgy
berhasil dengan baik., Dan dengan demikian maka diharapkan -
dapa% dicapai hasil dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah
seperti yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini

TABEL 1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PEMDA KHUSUSNYA
RETRIBUSI PARKIR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991.

No Tahun Target Realisasi %
(%) . (R

1.| 1986/1987 75,000,000 25.889.876 3,52
2.| 1987/1988 100,000,000 130515550 33,03
3.| 1988/1989 200,000,000 79.791.955 39,99
L.| 1989/19%0 225.000,008 169.002.300 75,1l
5. 1990/1991 306.000.000 185.369.550 60,58
Sumber : Kantor DIPENDA KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG

data diolah kembali




1.2 Masalakh Pokok
Ada beberapa jenis retribusi, tetapi penulis hanya akan
membahas satu jenis saja yaitu retribusi parkir.

Seperti diketahuil retribusi parkir merupakan salah satu sumber
pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang,
Usaha untuk lebih meningkatkan pendavatan Pemerintah
Paerah dari pungutan retribusi khususnya retribusi parkir, tidak
terlepas dari permasalahan-permasalahan, Adapun permwasalahan

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1, Kebijaksanaan apa yang ditempuh agar target yang telah di-
capal atau ditetapkan dapat dicapai berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Sampai sejauh mana peranan retribusi parkir_menunjang penda-
patan asli Daerah itu sendiri.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1,%3.1 Tujuan

a, Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui
sampal sebarapa jauh peranan retribusi parkir sebagai salah
satu sumber pendapatan asli Daerah Tingkat IT Ujung Pandang,

b. Berusaha untuk mencari jalan keluar atau memilih metode yang
terbaik dalam hal memperketat pemasukan pendapatan asli Daerah
yang berasal dan bersumber dari retribusi parkir itu sendiri.

1.%3.2 Kegunaan

a, Sebagai bahan informasi Pemerintah dalam mengambil keputusan

dan kebi jaksanaan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan

asli Laerah.



b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
ekonomi pada fakultas Ekonomi Universitas "L5" Ujung Pandang.
1.4 Hipotesis
Untuk mencarai tujuan diatas maka penulis mengemukakan .
hipotesis sebagai berikut :
1, Diduga bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami
peningkatan apabila diadakan pengawasan yang ketat.
2. Diduga pula bahwa sekalipun terdapat peningkatan tapi pera-

nannya belum berarti terhadap penerimaan asli Caerah.




BAB II

KERANGKA TEORITIS

Untuk lebih memudahkaﬁ pemahaman makna judul skripsi ini
maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pengertian dan
batasan masalah dalam hubungannya dengan judul pembahasan
skripsi ini. Seperti pengertian Pendapatan Taerah dan Retribusi
parkir sebagai salah satu sumber penerimaan asli Daerah serta
pengertian pajak dan lain-lain, Hal ini dimaksudkan sampai se-
jauh mana penerimaan Kotamadya Ujung Pandang dalam usaha mening-
katkan penerimaan retribusi parkir tarhadap derap pembangunan
kotamadya Ujung Pandang yang sedang giat membangun,

Menurut Perumusan Musyawarah Nasional tahun 1957, maka
yang dimaksudkan dengan pembangunan adalah

"Segala usaha baik dari Pemerintah maupun dari swasta
yang meliputl segl kehidupan dan penghidupan rakyat
menuju kepada perbaikan masyarakat dalam arti kata
jasmani dan rohani (fisik dan mental,spiritual)".l

Dengan pengertian diatas, maka pada dasarnya yang dikatakan
pembangunan adalah suatu perubahan kearah yang lebih baik yang
disengaja dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab. Palam hal ini peningkatan pendapatan serta pemerataan
pendapatan sehingga realisasinya dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat, dan juga pembangunan dapvat dilaksanakan dengan baik
agar seluruh aspek kehidupan dapat berjalan sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3 rof, Dr. Rachmat Soemitro, SH, Pajak dan vembansgunan
PT.Eresco, Bandung, 1978, hal.BlL,.

; -5




2.l. Pendapatan Daerzh
"Ka ta anggaran pendapatan dan belanja atau budget ber-
.asal dari perancis Bougette yang berarti kantong atau
dompet dgn dari bahasa latin bulga yang berarti 3
dompet".

Istilah bulga zula-mula digunakan dalam bidang finansial
dalam hubungannya dengan mengumpul dan mengeluarkan pendapatan,
Sedangkan batasan pendapatan Daerah selama ini secara tegas me-
mang belum ada yang memahami apa yang dimaksud dengan pendapa-
tan Daerah tersebut, Bila ditinjau kata demi kata maka dapat'di
kemukakan disini bahwa "Pendapatan Laerah dalam arti harfiahnyaV:

Menurut WJS Purwadarmintz dalam buku kamus umum Bahasa

Indonesia arti pendapatan adalah

"Perolehan, sesuatu yang didapatkan yang sedianya belum
ada. Daerah adalah lingkungan sesuatu pemerintahan",y4

Bila memperhatikan arti pendapatan yang terdapat pada ordinansi
Pa jak Pendapatan 1S44 (pasal 2.b).
Pendapatan adalah Jjumlah vang atau nilai atau nilai vang selama
tahun takwin. Selanjutnya pengertian Daerah berdasarkan Pasal 1
Undang-undang No.5 Tahun 1974 adalah:
"Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah
tertentu yanz berhak, berwewenang dan mengurus rumah
tangganya sediri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sesuail dengan peraturan perundang-undangan
yang berlzku",5

D,C.Toban, Keuangan Negara, Jilid IA Tahun 1981 hal,38

2
° Penuntun Pa jak dan Retribusi Daerah DKI, hal.l9Q
% Ibid, hal.19

Sujatno,et al, Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Proses Kelahirannva,
hal.?7




Kemudian bila memperhatikan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5
tahun 1974 Pendapatan Caerah bersumber dari:

1, Pendapatan Asli Daerah sendiri,

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah,

3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Jadi Pendapatan Daerah adalah keseluruhan pendapatan Dae-
rah dari unsur-unsur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah se-
bagal yamg telah diatur pada Undang-undang diatas .,

2.2. Pengertian Pajak.

Untuk mempermudah pembahasan pengertian pajak, maka penu-
lis mengutip beberapa definisi pajak menurut para ahli antara
lain:

l, Menurut Prof. P. J.A. Adriani;

"Pa jak adalah ITuran kepada Negara (yang dapat dipaksa-
kan) yang terutang (oleh yang wajib membayarnya) menu-
rut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
langsungdapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membi-

ayai keperluan umum berhubungan dengan tugas Negara
untuk menyelenggarakan Pemerintahan".6

2, Menurut Dr,Rachmat Soemitro;

"Pajak adalah suatu kewa jiban menyerahkan sebahagian
kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan,
kejadian atau perbuatan yang memberi kedudukan ter-
tentu, akan tetapi bukan sebagai hukuman menurut per-
Undang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta
legara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahtraan
rakyat pada umumnya', 7

6'Drs. B. Boediono, Pajak Penjualan Suatu Pengantar,
Ramoka, Jakarta, 1969, hal.l2

"Tbid, hal.l2



3. Menurut Dr. Rachmat Soemitro ;

"Pajak adalah Turan rakyat kepada Kas Negara (peralihan
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)
berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan
mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk
dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum",.8§

L4, Menurut Suparmoko ;

"Yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh
masyarakat atau rakyat kepada pemerintah yang dapat di-
paksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung
dapat ditunjuk".9

5. Menurut John F, Due ;

"Pajak-pajak menurut sifatnya merupakan paksaan,adalah
pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat
dalam keseluruhannya untuk jasa-jasa pemerintah. Akan
tetapi jumlah yang dibayarkan orang tidak perlu mempu-
nyai hubungan dengan jumiah Kegluatan pemerintah yang
diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau
diukur",.10

Dengan memperhatikan beberapa definisi tersebut diatas,
maka beberapa unsur, antara lain :
a, Merupakan Turan rakyat ke Kas legara,
b. Ditetapkan secara sepihak,
c. Dapat dipaksakan,
d. Berdasarkan Undang=-undang.
e, Tidak ada balas jasa langsung.
f. Digunakan untuk kepentingan umum,
Jadi perpaduan antara unsur-unsur inilah sehingga kita kenal

istilah pajak,

B Dr.Rachmat. Soemitro, S5H, Dasar-dasar Hukum Pajak dan
Pajak Pendapatan 1944, Bandung, PT. Eresco,196L, hal.62.

9 Suparmoko. Keuanesan Negaraz Dzlam teori dan Praktek 1920
hal. 90.

10 John F, Due. Goverment Finance Economic of The Public
sector 1979, hal, 103




Dalam iuran berikut inl penulis mencoba untuk memberikan

Penjelasan singkat dari tiap-tiap unsur pajak tersebut sebagai:

1,

3

b

2.

Pengertian Iuran rakyat ke Kas Negara

Disini dimaksudkan bahwa setiap wajib pajzk dalam masyarakat
itu diharuskan mambayar pajak menurut ketentuan-ketentuan
yang berlaku guna pengisian Kas Negara,

Pengertian. Ditetapkan secara sepihak :

Dimaksudkan disini bahwa pembebanan pajak itu tidak ada kom-
promi dengan para wajib bayar, Jadi ditetapkan secara sepi-
hak oleh pemerintah namun data yang dijikan dasar pengenaan
pajak datangnya dari wajib pajak itu sendiri berupa surat
pemberitahuan.,

Pengertian. Dapat dipaksakan :

Apabila wajib pajak membangkan atau lalai untuk melunasi
hutang pajaknya, maka setalah diberikan teguran/peringatan
baik lisan maupun tulisan dan tetap juga tidak membayar atau
melunasi hutang pajaknya, maka oleh fiscus atau pctugas di-
buatkan Surat Paksaan.

Pengertian Berdasarkan Undang-undang :

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 ; "Segala
rajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang".
Bertitik tolak.dari ketentuan ini, maka setiap Jjenis pajak
yang akan dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-undang.
Pengertian tidak ada balas jasa langsung :

Dimaksudkan disini adalah bahwa setiap wajib pajak yang akan

membayar pajaknya tidak memperoleh imbalan apapun yang
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langsung diberikan kepadanya. Dan disini nampak olenh setiap
wajib pajak.

6., Pengertian digunskan untuk kepentingan umum
Dalam rangkaian pembayaran pajak oleh setiap wajib rajak
tidak ada balas jasa langsung yang diberikan kepadanya, maka
sebenarnya balas jasa itu ada namun tidak secara langsung,
hal ini dimaksudkan karena uang yang disetorkan ke ¥Xas Nega-
ra digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
yang ditujukan untuk kesejahtraan rakyat secara keseluruhan
dan merata,

2.3. Fungsi-fungsi Pajak.

Dari uraian singkat tentang unsur-unsur pajak tersebut di
atas dapatlah dimengerti masalah pajak yang dewasa ini merupa-
kan salah satu sumber penerimaan Negara.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis mengemu-
kakan yang penting tentang fungsi pajak sebagai berikut

"Budgetair
Regulerend",11l

Pengertian Budgetair adalah sebagai

Tujuan pertama ini adalah umum setiap Negara-negzra modern
sekarang, sedang mengusahakan uang untuk berbagail kepentingan
seperti keamanan, kesejahtraan sosizl ekonomi, politik dan kebu-
dayaan, Kesemuanya itu menjadi perhatian Pemerintah secara seri-
us yang membutuhkan banyak sekali uvang, Jadi tujuan ini diarah-
kan kepada uszha-usaha untuk semata-msta biaya yang dikeluarkan

oleh Pemerintah guna menunaikan tugasnya, dimana bertindak

il Drs. B. Usman dan K.Subroto, SH ; Pajak-pajak Indonesia

Eerita Pajak, Jakarta, 1977, hal, 19
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sebagal suatu organisasi kekuasaan yang mengurus kesejahtraan
umum, Tujuan pajak ini cocok dengan Undang-undang Dasar 1945
dimana dicantumkan tujuan dari pada Negara Republik Indonesia

antara lain :

"Untuk memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehiduran
bangsa',

Fungsi tersebut tujuannya tidak untuk perseorangan tetapi untuk
umum, misalnya pendidikan kesejahtraan dan lain-lain.

Karena Negara bertugas untuk memajukan kesejahtraan umum
dan mengatur kepentingan-kepentingan rakyat secara kolektif,
maka adalah wajar apabila rakyat turut membantu Pemerintah den-
gan membayar pajak.

Hasil pajak ini oleh Pemerintah dugunakan untuk menutupi biaya-
biaya/pengeluaran-pengeluaran ini yang ditetapkan setiap tzhun
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jadi pungutan ini dilihat semata-mata dari sudut keuangan liega-
ra atau Kas Daerah, akan tetapi kerena'taraf hidup atas bangsa
kita pada umumnya masih berada di bawah tingkat makmur, maka
pengenaan/pemungutan pajak belum membantu pembiayaan Pemerintah
sehingga baik Negara maupun Paerah masih melakukan usaha-usaha
lain dalam rangka menutupi pengeluaran yang bersangkutan dengan
jalan pinjaman, baik didalam negeri maupun dari luar Negeri.
Tujuan ini adalah tujuan pokok bangsa asing, penduduk
yang bukan warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia,
juga bangsa asing dikenakan pajak selain dari pada pajak khusus

yaitu Pajakbangsa asing.
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Pengertian Regulerend adalah sebagai ;

Tujuan ini mengutamakan fungsi mengatur, disamping usaha
untuk mémasukkan vang kedalam Xas Negara, pajak harus diarah-
kan pula sebagai usaha Pemerintah untuk menyelenggarakan poli-
tiknya dikalangan sosial, kulturil moneter dan ekonomi,

Tujuan ini makin lama makin penting, bahkan dikatakzn bahwa
dalam Negara moderen tujuan mengatur justru menjadi tugas pokok
dari sistem perpajakan,

2.4. Pengertian Retribusi

Bilamana kita memperhatikan uraian masalah pajak dengan
sendirinya kita akan menyinggung pula tentang Retribusi karena
kedua komponen ini tidak adapat dipisahkan dalam kedudukannya
sebagai sumber keuangan Daerah,

Dengan beberapa pengertian pajak seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, dapat pula diketahui apa yang dimaksudkan dengan
Retribusi dan ciri khusus dari retribusi.
Yang dimaksud Retribusi dan ciri khusus dari Retribusi dapat
dikemukakan beberapa pengertian, sebagai berikut
1. Menurut A.R.Mustara,SH mengemukakan bahwa
"Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilaku-
kan oleh mereka terhadap yang menggunakan Jasa-jasa
Negara,12
2. Menurut Drs, Beediono mengatakan bahwa
"Retribusi adalah semua pembayaran kepada Nezara atzu

PDaerah sebagal pengganti dari pada jasa-Jjasz Negara
secara langsung dinikmati oleh semua yang %z jibd bayzaril3

12 A.R,Mustara,SH, Beberava Pasar Hukum Sumber Penghasilan
Paerah, Lephas, Cetakan II ,1977/1988

15 Drs.A.Chalid, Keramgks Pengelolaan Keuangan Daerah
Ujung Pandang, 1978, hal,32
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3. Menurut R. Sodargo, SH., mengemukakan ;

"Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena
jasa—-jasa yang diberikan oleh daerah".ll

L, Menurut C. Goedhart., mengemukakan ;

"Retribusi adalah penerimaan, yang diperoleh vpengusaha
publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan nomor-no-
mor umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi-
prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentin-
gan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pen-
gusaha publik",1l5

Dengan keempat pengertian tersebut diatas kita sudah dapat me-
lihat kelainan dari pada retribusi secara langsung, maka pada
pungutan retribusi itu mempunyai hubungan langsung dengan pres-
tasinya, sehingga menggunakan jasa-jasa Negara, misalnya pemba-
yaran listrik, pembayaran uang sekolah, pembayaran dari para
pedagan dipasar diberikan berupa karcis pasar, bea jalan/jemba-
tan tol dan sebagainya. Khusus untuk penerimaan retribusi par-
kir dan lain-lain,

Maka pengertian retribusi nampak bahwa mengunakan presta-
si dari: Negara atau daerah tidak mungkin ada prestasi. Jadi nan-
ti kalau seseorang menggunakan juran sebagal imbalan jasa dari
Hegara atau yang menyediakan fasilitas,

Pada pungutan retribusi itu didasarkan pada peraturan yang
berlaku umum, dimana pada pungutan retribusi ini juga mengandung

unsur paksaan ekonomi bagi mereka yang secara langsung menikmati

atau memanfaatkan jJasa-jasa yang disediakan oleh Femerintah.

1k R. Soedargo, SH, Pajak Daerah dan Retribusi daerah 196L
hal.29
15 C. Goedhart . Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara
19873 hal.QO0,
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Palam Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentanz peratu-
ran unum retribusi Daerah ditetapkan pengettian retribusi seba-
gai berikut

"Retribusi Caerah adalah pungutan Daerah sebzzai pemba-
yaran atau pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan,
usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau
karena Jjasa yang diberikan oleh Daerah".l6

Sebzgai halnya pada pajak Daerah, maka pada retribusi
Daerah mempunyal 3 (tiga) ciri khusus yang meruzakan unsur-un-
sur dari pada retribusi sebagai berikut
- Pembayaran kepada Negara/Czerah,

—~ Ada prestasi langsung dari Negara kepada wajib bayzar.

- Mempunyai sanksi ekonomi.

Kesimpulan bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan
oleh mereka yang secara langsung menggunakan jasa-jasa yang
telah-disediakan oleh Pemerintah, dan bagi mereka yzng tidak
menggunakan jasa-jasa tersebut tidak diwajibkan untukx membayar
retribusi.

Jadi kedua Jjenis pungutan ini mempunyai persaczan, dimana
baik pajak Faerah maupun retribusi Daerah harus dipungut berda-
sarkan Uncdang-undang atau Peraturan Daerah dan keduanya pula di
jadikan sebagai sumb=r keuangan Negara/Daerah.

Adapun perbedaan prinsipil antara pajak dan retribusi
Daerah dapat dikemukakan sebagai berikut
1, Bzhwa rada pembayaran pajak mengandung unsur pakszan dengan

sanksi yuridis, artinya siapa yang tidak memenuhi kewajivan

16 R.Soedargo,SH, Peraturan Umum Retribusi Daerah,hal,96




Sedangkan pada pungutan retribusi sanksi yuridis tidak dikenal
kecuaii'sanksi ekonomis, artinya bagi mereka yang secara lang-
sung telah menggunakan Jasa-jasa Negara dapat dipakszkan mem-,
bayar retribusi, sedangkan btagi mereka yang tidak menggunakan
jasa-jasa tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar retribusi,
2. Pembayaran pajak tidak ada tagen prestasi langsung yang dite-
rima oleh wajib bayar dari Pemerintah, sedangkan rada pemba-
varan retribusi wajib bayar dapat menikmati Jjasz timbal balik
secara langsung dari Negara,
2+5. Jenis-jenis Pajak.

Membahas tentang jenis-jenlis rajak dapat dibagi dalanm be-
berapa bagian, tetapi dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi
ini penekanan dititik beratkan pada Jjenis-jenis pajak yang ada
di Dzerah.

Terlebih dahulu penulis mengemukakan pembagian rajak menu-
rut penggolongannya, yaitu
1. Pajak langsung (direct tax), yaitu pajak yang langsung diba-

yar atau dipikul oleh wajib.pajak dan tidak bisa dilimpahkan
kepada orang lain, misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan,
tajak rumah tangga, Ipeda dan sebagainya. Pajak ini dipungut
secara periode (tiap tahun) dengan menggunakan "kohir"

"Kohir adalah tindakan surat ketefapan pajak memuaf{ nama dan
alamat siwajib pajak, beserta pajak hari-hari pembayarannya

besarnya angsuran pajak tiap tahunnya yang telah ditetapkan
cleh peraturan yang berlaku",17

17 Dr, Rachmat Soemitro, SH, op. cit, hal.l8
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2. Pajak tidak langsung (indirect tax), yaitu pajak yang dapat
dialihkan kepada orang lain, tidak dipungut secara periode
tetapi hanya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, misalnya
jual beli, impor dan lain-lain,

Pembagiah lain dari pajak selain pajzk langsung dan tidak
langsung yaitu

- Pajak Negara

- Pajak Taerah

Pajak Negara atau Pajak Umum, adalah pajzk yang dirungut
oleh Pemerintah Pusat dan diselenggarazkan oleh Inspeksi-inspek-
si keuangan, misalnya pajak pendapatan, pajak kendaraan bermo-
tor dan lain-lain,

"Pajak Daerah, adalah pungutan Daerah menuruti peraturan-
peraturan pajak yang ditetapkan oleh Tasrzh untuk mem-
biayaili rumah tangga sebagai bahan hukum publik".18

Daerah disini dimaksudkan adalah Propinsi, Kotaprajz dan ¥abu-

paten. Contoh pajak [aerah yaitu pareja (rajak rehabilitasi ja-

lan), pajazk bioskop dan sebagainya.

Ada beberapa pajak Negara yang pemungutannyz dan peneri-
maannya diserahkan kerada Daerah, Disamping itu, adz jugz yang

penetapannya ditentukan oleh Negara tetapi hasilnya kectadz

Daerah. Penyerahan beberapa jenis pajak kerada Paerzh oleh Nega
ra dimaksudkan untuk dijadikan sumber Keuangan Caeran dalzm

rangka membantu kebutuhan dana dalam membiayai dan menyelengga-
rakan pengurusan rumah tangganya sesual dengan kekussazn otonomi

yang dimilikinya. hal ini diatur dalzm Undang-undang, yaitu

18 R.Soedargo, SH, op. cit, hal, 11
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Undang-undang No,32 Tahun 1965 tentang Peraturan Perimbangan
Keuangan Pusat dengan Caerah.,
2.6. Keuangan Pemerintah Daerah.

Di Indanesia dibedakan anta}a anggaran rgtin dan anggaran
Pembangunan. hal ini berlaku juga pada Daerzh otonom baik ting-
kat I maupun II. Diharapkan pendapatan asli daerah dapat menu-
tupi kebutuhan rutin, lebih baik lagi kalau membiayai pembangu-
nan daerahnya,

Dalam penjelasan penghasilan pemerintzh, maka ruanglingkup
pembahasan adalah dalam suatu negarz, Pemerintah Republik Indo-
nesia memakal sistem otorisasi yang seluas-luasnya dalam keuan-
gan daerah, Kini pemerintah daerah memegang veranan penting ka-
rena otorisasi yang dipgunakan untuk pembangunan diselenggarzkan
oleh pemerintah daerah, |

Sumber-sumber pembilayaan aaeran acalah merurakan suatu
masalah untuk melaksanakan pembangunan daerzh. Diantaranya yang
termasuk sumber-sumber keuangan daerah adalzh
1. Pajak rumah tangga.

2. Pajak kendaraun bermotor.
3. Bea balik nama tanah,
i, Pungutan balik nama tanah,

Secara ringkas sumber-sumber penerimaan pemerintah Daerah
adalah :

1. Pendapatan yang berasal dari pemerintah Pusat :
a, Pajak Negara.

b. Eea dan Cukai,




18

¢. Ganjaran subsidi dan sumbangan Negara
d. pungutan lain-lain.
2. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri yaitu :
a, Pajak Daerah,
b, Retribusi daerah dan pendapatan jawatan Caerah.
c. Perusahzan Daerah.
d, Iuran Pembangunan daerah,
e. Sumbangan-sumbangan wajib,
f. Pendapatan lain-lain,

Ini berarti bahwa penerimaan daerah mempunyai sumber pen-
dapatan yang merupakan pendapztan asli Daerah dari hasil penge-
lolaan sendiri yang diterima sebagai wewenang dari tingkat Pro-
pinsi,

Menurut R, Soedargo, SH . mengemukakan
"Hekuesaan ekonomi yang diberikan kepada tiap-tiap dae-
rah swatantra harus diimbangi dengan suatu kesanggupan
bagli daerah swatantra yang bersangkutan untuk dapat
menyediakan syarat-syarat yang penting ialah keuangan
yang diperlukan guna memungkinkan untuk menyelengara-
kan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, ma-
ka perlu untuk menyerahkan beberapa Jjenis pajak negara
kepada daerah-daerah swatantra untuk dijadikan sumber
bagli keuangan daerah membantu kebutuhannyz akan uangVl9

Dengan demikian, maka pemerintah daerah atau kabupaten
Daerah Tingkat II juga memungut pajak pada masyarakat dengan
berpedoman kepada penggarisan dari Pemerintah Daerah Tingkat I

atau propinsi, sebagai yang telah dikemukakan di atas,

Dalam kenyataan, sebzgian besar pedaratan asli daerah tidak

19 R.Soedargo, SH, Pajak Daerah dan Retribusi daerah 1964
hal. 25.
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mampu membiayai kebutuhan rutin, apabila untuk kebutuhan pem-
bangunzn, Besarnya pendapatan asli Daerah apabila dibandingkan
dengan kebutuhan belanja rutin saja, berpariasi berkisar 10-80
persen,

Karena pendapatan asli daerah pada umumnya tidak cukup
untuk membiayai kebutuhan rutin, maka kebutuhan rutin terpaksa
dibiayai pula dengan pendapatan non-asli Daerah,

Pada tahap selanjutnya, perlu meneliti pendapatan asli
Daerah. Pendapatan asli Daerah sebenarnya memang sangat diha-
rapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-
kegiatan Daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah dagat di-
biayai dengan pendapatan asli daerahnya. maka itu berarti se-
makin tinggi pula kualitas otonominya. Pendapatan PDaerah yang
asli diharapkan dapat meningkatkan terus sehingga dapat dian-

dalkan nantinya pntuk membiayai pembangunan.



BAB III
METODOLOGTI
3,1. Daerah Penelitian
Penulis mengambil daerah atau objek penelitian pada Dae-
rah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang. Sebtzb daerah ini adalah

Daerah yang terbesar untuk Indonesia bagian Timur.

3.2+ Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data dan keterangan-keteran-
gan lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi ini dan untuk mem-

buktikan apakah hipotesa dapat diterima atau ditolak, maka di-

sina penulis menggunakan dua cara penelitian sebagai berikut :

1., Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang
bersumber dari beberapa buku serta peraturaﬁ-peraturan buku
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan isi skripsi
ini,

2. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang
dilaksanakan dengan cara pengamatan secara langsung pada
objek yang diteliti, Penulis mengajukan pertanyaan-pertanya
an secara tertulis serta wawancara dengan beberapa pejabat/
petugas yang bersangkutan atau petugas yang menanganl penge-
lolaan retribusi parkir dikotamadya Daerah Tingkat II Ujung-
Pandang.

%.3s Jenis dan Sumber Data

1, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil
pencatatan, wawancara dengan pejabat/petugas pengelola retri-

busi parkir Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

=2 =




2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan yang telah ter-
catat serta dikumpulkan penulis berupa dokumentasi paca .
objek penelitian.

Suml't Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah bersumber dari:

- Kantor DIPZNDA Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
- Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang.
3.4, Metode Analisis
rHetode analisis di dalam penulisan skripsi ini dilakukan
melaluimetode kasus (studi kasus) yang menggunakan szalisa se-

bagai berikut

1, Membandingkan besarnya dana yang diperoleh Pemerintah Dacrah

Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, dari berbagai sektor
penerimaan Daerah, I

2. Penulis mencoba untuk membandingkan jumlah prosentase dana
yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Tingkat IT Kotzmadya

Ujung Pandang dari retribusi parkir dibanding denzan target

parkir itu sendiri, disamping membandingkan realisasi zarkir

dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
3.5. Definisi Operasional

-Eeberapa pengertian dasar yang dimaksudkan dizfas untuk

memberikan suatu penafsiran arti tepat tentang apa yang diguna-

kan dalam analisis, Sehingga pemehaman akan indikatif analisa

yang penulis gunakan tidak diartikan secara betas.

Palam kaitannya dengan ungkapan yang telzh dizjukan dide-

pan, maka batasan pengertian yang dimaksud adalah setagai :




1. Pendapatan Daerah

Pendapatan asli Daerah adalah keseluruhan pendapatan -
daeral dari usaha-usaha yang dilaksanakan cleh Femerintah dae=-
rah sebagail mana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5
tahun 1974,
2. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pembayaran yang dilakukan oleh
mereka yang secara langsung menggunakan jasa-jasa yang telah
disediakan oleh Pemerintah dan bagi mereka yang tidak menggu-
nakan jasa-jasa Negara maka fidak diberikan/ diwajibkan untuk
membayar retribusi yang sebagail mana telah ditetapkan.

Jadi pengertian keduanya diatas nampak bahwa bagi yang
menggunakan fasilitas Negara atau Daerah baru dikenakan iuran
sebagal imbalan jasa. Sedangkan yang tidak mgnggunakan fasili-

tas tersebut maka mereka tidak dikenakan iuran atau retribusi;




BAB 1V
GAMEARAN UMUM DAERAH TINGEAT II
KOTAMADYA UJUNG PANDANG
4,1. Keadaan Umum Daerah Penelitian,

Kotamadya Ujung Pandang merupakan salah satu Taerah .dian-
tara 23 Kabupaten/Kotamadya di Propinsi sulawesi Selatan yang
mana Laerah ini merupakan daerah yang beriklim: tropis, mempu-
nyai luas wilayah 15.420 ha, dimana sudah termasuk di dalamnya
tanah kering dan tanah persawahan seluas kurang lebih 9,554 ha,
Kotamadya Ujung Pandang adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Sela-
tan dan juga merupakan pusat perniagaan untuk Daerah Wilayah
Indonesia Bahagian Timur.

Secara geografis, daerah ini terletak pada Pulau Sulawesi
bahagian Selatan, yang fterdiri dari tanah datar yang mempunyai

batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangker.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

I

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar,
Melihat potensi Ujung Pandang, maka pengembangannyz mengarah
kepada Kota 5 (lima) dimensi yaitu:

- Sebagai Pusat Pemerintahan,

Sebagali Pusat Perniagaan.
- Sebagai Pusat Pengembangan industri,

- Sebagail Pusat Pendidikan,

- Sebagai Kota Pariwisata,




Adapun penduduk Kotamadya Ujung Pandang sebagian besar
bekerja sebagai:

Pegawal Negeri Sipil.

Buruh.

Pedagang.

Pelejar.

Gambaran singkat ini dapat memperlihatkan pentingnya Ko-
tamadya Ujung Pandang dalam msnunjang perekonomian dan pemban-
gunan Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Daerah Kota-
madya Ujung Pandang pada khususnya.

Dari gambaran tentang keadaan Kotamadya Ujung Pandang
yang merupakan Kota yang mengarah ke Kota lima dimensi, maka
Kotamadya Ujung Pandang mempunyai potensi yang cukup besar un-
tuk lebih mengembangkan pembangunan baik di bidang industri
maupun pariwisata,

L.2. Sejarah Singkat Terbentuknya DIPENDA,

Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pan-
dang sebagail salah satu Unit Kerja atau Unit Organisasi yang
berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Daerah dalam hal ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Ujung Pandang,

Adapun Dinas Pendapatan adalah dulunya bernama Dinas Peng-

hasilan Daerah dalam Organisasi Pemerintah Iaerah Tingkat II
Kotamadya Ujung Pandang,.

Dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Ting-

kat II Ujung Pandang No,155/S5.Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973

24
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Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk Keotamadya
Ujung Pandang, maka Jjumlah penduduk untuk tahun 1990 sebanyak
847.773 jiwa, atau 149,889 rumah tangga yang tersebar padz 11
Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang,
Untuk lebih Jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut
TABEL IV
Hasil Pencacahan Sensus Penduduk Kotamadya

Ujung Pandang Tahun 1990

No. Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Mariso 55.584
2o Mamajang 67.584
3. Bontoala 64,575
Le Makassar 935.542
5 Biringkanaya 51,034
6. Panakukang 119,478
7. Tamalate 170.480
8. Ta%lo 99.600
9, Ujung Pandang 37.656

10, Ujung Tanah 45,018

X, Wagjo 42,817

Jumlah 847.773

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang
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telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerﬁa Sezretariat
yang terdiri dari Sub Direktorat, Inspektorat, Bagian Dims-
dinas Daerah dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II
Kotamadya Ujung Pandang, dimana untuk Dinas-dinas Laerah ter-.
diri atas:

l. Dinas Pekerjaan Umum,

2. Dinas Tata Kota,

3, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

L, Dinas Kesehatan Kota,

5« Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,

6. Dinas Perpajakan,

7. Dinas Penghasilan Daerah.

8. Dinas Pasar.

9, Dipas. Air - Minum,

Dengan melihat susunar dari pada Unit-unit Organisasi Pemerin-
tahan Daerah Tingkat II Xotamadya Ujung Pandang khususnya Di-
nas-dinas Daerah tersebut diatas, maka nampak bahwa Dinas Peng-
hasilan Daerah dalam struktur organisasi pemerintah adalah se-
jajar dengan unit-unit lainnya,

Pada saat masih bernama Dinas Penghasilan Daerah, secara
struktur kebawah terdiri dari 5 sub Dinas sebagal pelaksana
teknis untuk mengelola sumber-sumber penghasilan Daerah,
Kelima Sub Dinas tersebut adalah:

a, Sub Dinas Terminal Angkutan, yang mengelola retribusi stasign

bus, oplet dan kendarzan angkutan yang lain,

b, Sub Dinas Pengelola Tanah dan Pasir, yang menangani sewa tanal




/bangunan milik Pemerintah Daerah Tingkat IT Kotamadya Ujung
Pandang, dan pengambilan pasir/tanah pada tempat-tempat ter-
tentu yang ada dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

c. Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat (THR), yang mengelola penda-
patan dari penjualan karcis sarana hiburan atau Taman Hibu-
ra Rakyat,

d., Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor, yang menan-
gani pemeriksaan dan penerimaan pembayarannya (becak),gero-
bak dan dokar,

e, Sub Dunas Administrasi, yang menangani penyelenggaraan uru-
san dibidang administrasi umum/materil kepegawaian dan ke-
uangan pada Dinas Penghasilan Daerah,

Sebagai catatan bahwa pada waktu itu Dinas Perpajakan dan

Dinas Pasar masih belum masuk pada Dinas Penghasilan Daerah dan

masih sederajat tingkatannya. Mungkin karena Dinzs Penghasilan

Daerah kurang sesuai dengan namanya sebagali Dinas Penghasilan

yang jangkauannya sangat sempit dalam pengelolaan penghasilan

Daerah dimana hanya mengelola retribusi saja, maka dengan Surat

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang

No.74/S.Kep/A/IV/1977 tanggal 1 April 1977, Dinas Penghasilan

Daerah disempurnakan dan dirobah namanya menjadi Dinas Pendapa-

tan Daerah, halitu merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuan-

gan yang pada tahun 1977 datang mengadakan pemeriksaan pada unit
penghasilan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
Perubahan dan peleburan Dinas Fenghasilan Caerah menjadi

Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat DIPENDA adalahberdasarkan
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pada;

1, Surat Edaran Mentri Dalam Negeri R,I No.3/12/43 tanggal 9
September 1975.

2. Instuktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi
Selatan No.3/22/33 tanggal 25 Oktober 1975, tentang Pemben-
tukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kotamadya Laerah
Tingkat ITI se-Sulawesi Selatan.

'Perubahan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerzh tersebut terhi- .

tung mulai tanggal 1 April 1977, dimana Dinas-dinas tersebut di

bawah ini langsung dilebur kedalam struktur organisasi DIPENDA

Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun Dinas-dinas yang dilebur yaitu:

1, Dinas Perpajakan,

2. Dinas Pasar, yang termasuk pula di dalamnya Sub Dinas Pele-
langan Ikan yang mengelola Retribusi Pelelangan Ikan,

4.3, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah (DIPENDA) Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang diatur da-
lam Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 74/S.Kep/A/1G77 tanggal
1 April 1977 sebagai berikut:

1. Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas,
b, Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha,
c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi dan Unit-unit Pelaksana

Tehnis Dinas.

2. Sub EBagian Tata Usaha terdiri dari:
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Urusan Umumn,

Urusan Kepegawaian.

Urusan Peralatan dan Perbekalan,

Urusan Keuangan,

Seksi-seksi terdiri dari:

de

Ce

de

€

Unit

e

Seksi
- Sub
- Sub
- Sub
Seksi
- Sub
- Sub
- Sub
Seksi
- Sub
- Sub
- Sub
Seksi
- Sub
- Sub
Seksi
- Sub
- Sub

- Sub

Pa jak meliputi:

Seksi Dinas Luar,

Seksi Penetapan,

Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan,
Retribusi meliputi:

Seksi Tata Usaha,

Seksi Perhitungan dan Pendapatan,

Seksi Pembukuan dan Penerimaan,

Ipeda meliputi:

Seksi .Te ta Uszha,

Seksi Penagihan.

Seksl Pembukuan Perhitungan Pendapatan,
Pendapatan Lain-lain;

Seksi Tata Usaha,

Seksi Perhitungan Penerimaan.

Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan:
Seksi Perencanaan.

Seksi Pengawasan,

Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknis Administrasi

Terdiri dari:

Unit-unit Pasar:
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- Sub Seksi Tata UrusansPembukuan.

- Sub Seksi Pengembangan dan Pengawaszn.
- Sub Seksi Penagihan.

Unit-unit Terminal Angkutan.

- Sub Seksi Tata Usaha/Fembukuan.

- Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan.

- Sub Seksi Penagihan.

¢, Unit-unit Pelelangan Ikan.

- Sub Seksi Tata Usaha/Fembukuan.

- Sub Seksi Pengembangan dan Fengawasan.

- Sub Seksi Penagihan.

Tata Kerja dalam struktur organisasi Pinas Pendapatan

Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, sebagai berikut

1.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, synkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Instansi-
instansi lain di luar Dinas sesual dengan bidang dan tugas-
nya.

Kepala Dinas memberikan saran-saran dan atau pertimbangan
pertimbangan tehnis pendapatan kepada Xepala Daerah tentang
langka-lanpgka atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di

bidang tupgasnya.

. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit

harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
synkronisdsi dan simplifikasi sesuai bidang dan tugasnya ma-

sing-masing.



¥epala Cinas, Kepala Sub Zagian Tata Usaha, Kepala Seksi

dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembi--

naan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksa-

nzan tugasnya menurut hierarchi jabatan masing-masing.

1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

al

b,

Membantu Kepala linas dibidang tugasnya.

Memimpin Kepala-kepala Urusan dalam melaksanzkan segala
kegiatan yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, pe-
ralatan, perlensgkapan dan keuangan sertg usaha pengadaan
bahan-bzhan yang diperluk=n.

Mengadakan hubungan kerja dengan Seksigeksi lain dan
unit-unit guna kelancaran tugasnya serta kegiatan-kegia-
tan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan

pertimbangan kepada Kepada Dinas guna kelancaran tugas-

nya.

Tugas-tugas Kepala Urusan adalah :

2.

Tugas umum :

Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya.
Melaksanakan tugas-tugzs lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Bagizn Tata Usaha serta memberikan saran-saran dan
pertimbangan-pertimbanzan kepada Sub Bagian Tata Usaha
guna kelzncaran tugasnya.

Tugas husus

Urusan Uzum tertugzs untuk melaksanakan segala kegiatan

yang meryangkut ketatausahaan yang bersifat umum.
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- Urusan ¥epegawaian betugas untuk melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut tata usaha kepegawaian terma-
suk pengurusan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai,

- Urusan Peralatan/perbekalan bertugas untuk melaksanakan
segala kegiatan yang menyangkut pengadaan, penyedian,
penyaluran meterial, alat tulis menulis, peralatan kan-
tor dan surat-surat cetakan :berharga lainnya, serta pe=;
nyaluran karcis/kartu/kwitansi. |

- Urusan Neuangan bertugss untuk melaksanakan segala ke-
giatan yang menyangkut pengurusan keuangan termasuk
vembukuan dan penyusunan anggaran rutin dan Pembangunan
Linas.

Tugas ¥Xepala Seksi Pajak adalah sebagai berikut

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. !lemimpin Kepala-kepal Sub Seksi dalam melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungutan Daerah
dibidang perpajakan.

¢. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata

Usaha,S:ksi-seksi lain dan Unit-unit guna kelancaran tu-
gasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan
kepada Xepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah

a. Tugas Umum :

. = Membantu:¥epala Seksi dibidang tugasnya.



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepa-
la Seksi serta memberikan saran-saran dan atau pertim-
bangan-rertimbangan kepada Kepala Seksl gupa kelancaran
Lugasnya.

Tugas Khusus

Sub Seksl Luar bertugas untuk melaksanakan segala kegia-
tan yang menyangkut penyampaian surat-surat penetapan

pa jak, memberikan pengertian sedemikian rupa: tentang se-
suatu kepada wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewaji-
bannya sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku,
Sub Seksi Penetapan bertugzas untuk melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut penetapan pajak berdasarkan pe-
raturan Paerah yang berlaku serta membuat kohir pajak-
pajak.

Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Fenagihan bertugas
untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pena-
gihan pajak-pajak, menghitung dan membuat laporan menge-
nal tunggakan-tunggakan pajak, merencanakan uszha peni=

ngkatan dan penerimaan pajak-pajak.

1. Tugas Kepala Seksi Retribusi adalah sebagai berikut

=3
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C.

Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan se-
gala kegiatan yang menyangkut pengurusan, pemungutan dan
mengkoordinir segala pendapatan Daerah dibidang retribu-
g3,

engadakan hubungan kerja sama dengan Sub Bagian Tata
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Usaha, Selisi-seksi lain dan mengkoodinir Unit-unit se-
cara administratif guna kelancaran tugasnya serta melak-
sanaxan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.
Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala

Dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :

2.

Tugas Umum :

Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepa-
la Seksi serta memberikan saran-saran gtau pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugas-
nya.

Tugas Khusus :

Sub Seksi Tata Usaha bertugas untuk melalsanakan segala
kegiatan yang menyanghkut tata usaha dibidang retribusi
dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang
tugasnya.

Sub Seksi Perhitungan dan penetapan bertugas untuk me=-.
laksanakan segalz kegiatan yang menyangkut penetapan dan
renagihan retribusi berdasarkan Feraturan Daerah yang
berlaku, menghitung dan membuat laporan mengenai tungga-
kan retribusi.

Sub Seksi Fembukuan dan Penerimaan bertugas untuk melak-
sanzkan segala kegiatan yang menyangkut penerimaan ret-
ribusi, pembukuan retribusi untuk kemudian dibuatkan la-

poran sesuai petunjuk yang ditetapkan.
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1., Tugas Kepala Seksi IPEDA adalah sebagai berikut :

=1

Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi didalam melaksanakan

d.

segala kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungu-.

tan pendapatan Daerah dibidang IPEDA.

.Mengadakan hubungan kerjasama dengan Sub Bagian Tata Usa-

ha, Seksi-seksi lain Unit-unit guna kelancaran tugasnya
serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

lMemberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagail berikut :

a.

Tugas Umum :

Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan
kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.

Tugas Khusus

Sub Seksi Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang IPEDA dan
kegiatan-kegiatan lain yang termasu dalam bidang tugas-
nya.

Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut penagihan IPEDA dan kegiatan -
kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.

Sub Seksi Pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala
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kegiatan yasng menyangkut pembukuan pvenerimaan IPEDA dan
kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugas-

nya .

1. Tugas Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain adalah :

d.

b.

Cs

d.,

Membantu Xepala Dinas dibidang tugasnya.

Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan se-
gala kegiatan yang menyangkut pengurusan, dan mengkoor-
dinir pendapatan Daerah dibidang pendapatan lain-lain
dan kegiatan yang termasuk dalam bidang tugasnya.
Mengadakan hubungan kerjasama dengan Sub Bagian Tata Usa-
ha, Seksi-seksi lain dan Unit-unit lain guna kelancaran
tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-

kan oleh Kepala Dinas.

.Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan ke-

pada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya,

Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :

de

b.

Tugas Umum

Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-per-
timbangan kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugasnya.
Tugas Khusus

Sub Seksi Tata Usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan
segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang penda-
patan lain-lain serta kegiatan-kegiztan lain yang termasuk

dalam bidang dan tugzsnya.
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- Sub Seksi Perhitungan dan Fenerirmaan bertugas melaksana-
kan segalz kegiatan yang menyanskut perhitungzn dan pe-
ne}imaan dan pendapatan lain-lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta membuat terhitungan
dan laporan tentang pendapatan lain-lain termzsuk lacoran

mengenal tunggakan-tunggakan pendapatan lain-lain.

1, Tugas Kepala Seksi Perencanazan, Pengzwasan, Fenelitian dan

Pengembangan adalah sebagai berikut

a. Membantu Kepala Dinas cdibidang tugasnya.

b. Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi calam melaksanakan sega-
1z kegiatan yang menyangkut perencanzan, vengawasan, pe-
nelitian dan pengembangan dibidang pendapatan Caerah dan
kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya,

¢. Mengadakan hubungan kerja sama dengsn Bub Bagian Tata Usa-
ha, Seksi-seksi lain dan unit-unit lain guna kelancaran
tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lazin yanpg diveri-
kan oleh Kepala Dinas.

d. Memberi saran-saran dan atauopun pertimbansn-pertimbangan
kepada Kepala Dinas guna kelancarzn tugasnya.

Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut

a, Tugas Umum

- Membantu Kepala Seksi dibidang tugasnya.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kerala
Seksi serta memberikan saran-saran czn ataupun pertimba-
ngan-pertimbangan kepada Kepala Seksi guna kelzncaran

tugasnya.
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b. Tugas Khusus

- Sub Seksi Perencanaan bertugas untuk melaksanzkan segala
kegizatan yang menyangkut pembuatan atau penyusunan ren-
cana Peraturan/Keputusan dan menganalisa/mengavaluer
persoalan-persoalan yang menyangkut pembebanzn dan atau
pengurangan Pajak, retribusi dan pendapztan lain-lainnya.

- Sub Seksi Pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala
kegiatan yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan,
personil, material dan penunggilkan-penunggakan pajak-pa-
jak, retribusi serta pendapatan l2in-1zin termasuk penga-
wasan terhadzp pelaksanaan peraturan-peraturan yang ber-
laku sehubungan dengan pengelolaan pendavatan.

- Sub Seksi Penelitian dan Pembangunan bertugas untuk me-= ~
laksanakan segala kegiatan yang menyangkut penelitiany
pengembangan, tehnis administrasi, sebab-sebab terjadinya
tunggakan pajak retribusi, obyek pungutzn baru termasuk
pengusutan, pemberian Surat Paksa pelunasan tunggakan-tu-
nggakan, Surat Perintah penyitaan dan sanksi-sanksi dari
peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berla-
ku,

1, Tugas Kepala Unit-unit Pasar adalah sebagai berikut :
a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
b, Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalam melaksanakan yang
menyangzut pengelolaan dan pengembangan pasar termasuk pe-
mungutan retribusi dan jenis-jenis pungutan lzinnya yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerzh.




Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub Zagian Tata
Usaha, Seksi-seksi dan Unit-unit lain guna kelancaran
tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain-lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

{iemberikan saran-saran dan atau perimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Dinas guna kelancaran tugasnya.

Tugas Kepala Sub Seksi adalah sebagai berikut :

=3

="

b.

Tugas Umum :

Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.

lelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit serta memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-

vertimbangan kepada Kepala Unit guna xelancaran tugasnya.
Tugas Khusus

Sub Seksi Tata Usaha/Pembukuan bertugas.untuk melaksana-

kan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dilingku-

ngan unit pasar dan mengerjakan pembukuan Unit,

Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan bertugas untuk me-

laksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengem-

bangan pasar-pvasar serta pengawasan terhadav pengelolaan

pasar-pasar dan menpgawasl petugas-petugas pasar.

Sub Seksi Penagihan bertugas melaksanakan segala kegiatan
yang menyangkut penapgihan retribusi pasar, sewa tempat

dan jenis pungutan lainnya yang szh.

1., Tugas Kepala Unit Terminal Angkutan adalah setagai berikut

Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

‘Memimpin Kepala-kepala Sub Seksi dalzm melzksanakan
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segala kegiatan yang menyangkut pvengelolaan dzn pengen-
bangan Terminal Angzutan termasuk pemungutan retribusi
Terminal Angkutan jenis-jenis pungutan lainnya yang di-
tetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

c. Mengadakan hubunsan kerja sama dengan Sub Bagian Tata
Usaha, seiksi-seksi cdan Unit-unit lain guna kelancaran
tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dibveri-
kan oleh Kepala Dinas.

d, Memberikan saran-sarzn dan atau pertimbangan-pertimbangan
kepada Dinas guna kelancaran tugasnya.

Tugas Kepala-kepala Sudb Seksi adalah sebagai berikut

a2, Tugas Umum

- Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit guna melaksanakan tugasnya.

b. Tugas Khusus

- Sub Seksi Tata Usaha dan Pembukuan bertugas untuk melal-
sanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha diling-
kungan Unit Terminal Angkutan dan mengerjakan pembukuan
Unit Terminzal Angkutan.

- Sub Seksi Pengembangan dan Pengawasan bertugas melaksana-
kan segala kegiatan yang menyangkut:usaha pengzlolaan,
pengembangan dan pengawasan terhadap petugas-p2tugas Ter-
minal Angkutan,

- Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanazkzn segala
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kegiatan-kegiatan yang menyangkut cenagihzn retribusi
Terminal Angkutan, sewa tempat dan jenis pungutan lainnya

yang sah.

1, Tugas Kepala Unit-unit Pelelangan Ikan adalah :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugzsnya.

b. Memimpin Kepala Sub Seksi dalanm melaksanakan segala kegi-

atan yang menyangkut pengelolaan dzn pengembangan Pelela-
ngan lkan termasuk pemungutan retribusi Felelangan Ikan
dan jenis-jenis pungutan lainnya yzng ditetapkan dalanm
Peraturan TCaerah.

Mengadakan hubungan kerjz samz dengan Sub Zagian Tata -
Usaha, Seksi-seksi dan Unit-unit lainnya guna kelancaran
tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-
kan Kepala Dinas.

Ylemberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan ke-

pada Kepala Tinas guna kelancazran tugasnya.

2. Tugas Kepala Sub Seksi adalah sebzgai berikut :

A

-—

Tugas Umum :

Membantu Kepala Unit dibidang tugasnya.

Melzksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada

Unit serta memberikan saran-saran cdan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Unit guna kelancaran tugasnya.
Tugas Khusus

Sub Selksi membantu dan Pembukuan bertugas untuk melaksa-

nakan segala kegiatan yang menyangzut tat usaha dilingku-

ngan Unit Pelelangan Ikan dan mengerjskan pembukuan Unit




Pelelangan Ikan.

Sub Seksi Fengembangan dan Pengawasan bertugas untuk me-
laksanzkan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengelo-
laan pengembangan dan pengawasan terhadap petugas-petugas
Pelelangan Ikan.

Sub Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan yang nme-
nyangkut penagihan retribusi Pelelangan Ikan, sewa tempat

dan jenis pungutan lainnya yang sah.




BAB V
REZTRIEUSI PARKIR SEBAGAI SALAE SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.1l.-Sumber-suzber Pendapatan yang Berasal dari Daerah Sendiri.
Sumver-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh
DIPENDA Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang adalah sebagai :
l. Pajak Taerzh
a. 15 % ovsen ztas PKB (dari Dipenda Tingkat I Sulawesi Sela=-
tan)
b. Pajak Pembangunan I
c. Pajak Eangsz Asing
d, Pajak tontonan
e, Pajak reklare
f. Pajak minuman yang mengandung alkohol
g. Pajak Pendaftaran Izin Perusahaan
2. Retribusi Czerah :
a. Pemberian izin pengambilan pasir, batu dan kerikil (prosen-
tase dari Dipenda Tingkat I Sulawesi Selatan)
b. Uang legis
t¢. Uang pangkalan (parkir)
d. Uang penambangan (penyeberangan)
e, Uang pemakaian atas tanah (pelataran)
f. Pelelangan ikan
g. Pemeriksaan kendaraan tidak bermotor
h, Stasiun bus dan taxi

i, Retribusi pasar
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3. Penerimaan Dinas-dinas lain :

a, 3ola sodok (sementara dihentikan pemungutannya).

L, Pajak Bumi dan Eangunan/IPEDA.

Suzmber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh

Unit luar Dipenda Tingkat II Kotamadya Ujung Fandang adalah :

l. Pajak Pasrzh :

a. Pajak potong hewsn,

2. Retridbusi Taerah :

a. Uang Pemeriksaan/pembantaian,

b. Uang sewa tanah/bangunan.

¢c. Uang sempadan/izin bangunan.

d, Uang renguburan,

3. Bagian Laba Perusahaan laerah :

a, Penerimaan laba dari Perusahaan Paerah Air minum.

b. Penerimaan la®a dari Perusahaan PD. Bank Fasar,

L. Fenerimaan Dinas-dinas lain :

a. Dinas Fekerjaan Umum (sewa wesel, penawaran rumah).

b. Dinas Kesekatan (Pasien umum, AKSES, biaya perawatan pada 7-
rumah sakit pembtantu DKX Kotamadya Ujung Pandang).

c. Dinas Peternakan (pemeriksaan kesehatan anjing).

d. Dinas Perikanan (30 % dari 5 % biaya pemerksaan ikan hias,
nener, ikan kering, udang, kodok, yang diintensulir).

e. 'Peradan Ketakaran (alat racuh api sementarz dihentikan pe=. -
nungutannyz).

f. Xantor Agraria (pemberian hak atas tanah Negara).

g. Zagian Terekonomian (SITH baru, verpanjangan SITU, formulir



SITU).
5. Penerimaan Lain-lain

a, Hasil Penjualan Milik LCaerzh.

- Pengalihan hak tanah-tanah Penda KMUP.
- Penjualan kendarzan perorangan.
- Penerimaan jasa giro.

Jadl dengan demikian pendapatan Daerah tersebut hanya di
realisir dengan renerimaan melalul atau tanva melalni Kas Dae-
rah, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah.

[alam pemungutan sumber-sumber pendapatan Daerah tersebut hanya

mempunyai landasan yang jelas sebagal manadimaksudkan dalam

Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 yaitu dengan peraturan Daerah,

5.2, Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir,

Sesuai ketentuan vengadaan kertas berharga (karcis), maka ',

Unit Pengelolaan Perparkirun memesan melalui Dinas Pendapatan

Daerah Karcs-karcis yang akan digunakan untuk memungut- retribu-

si parkir yang nilainya sesuai ketantuan Peraturan Daerah.

- Untuk digunakan memungut retribusi parkir, pengelolaan parkir
memintah karcis sesuai kebutuhannya untuk beberapa hari.

- Dinas Pendapatan Daerah mendistribusikan karcis parkir sesuai
permintaan unit vengelolaan varkir tersebut,

- Setelah karcis diterima olek unit, unit membagikan kepada ko-
lektor yang ada, yang selanjutnya oleh kolektor membagi kar=iz
cis kepvada juru parkir yang ada dalam wilayah kerjanya (EKMUP
dalam beberapa wilayah kerja perparkiran).

- Juru parkir menggunakan karcis parkir yang diterima dari ko-

lektor dan 25 % hasil yang dia pungut dari perakaian kendara-

45
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an lokasi perkirnya, disektor kepada Pemerintah Dzerah mela-
lui kolektor yang memberikan karcis.

- Kolektor yang menerima uang retribusi parkir dari juru par-
kir dan menystor uang tersebul kepada Sub Seksi Penagihan
Unit Pengelola Parkir yang selanjutnya menyetornya ke Kas
Pemda Kotamadya Ujung Pandang melalui Bendaharawan Dinas Pen-
dapatan Laerah.

5+5. Usaha-usaha Dalam Peningkatan Pemungutan Retribusu Parkir,

a. Yang sedang dilaksanakan ialah

1. Pembinzan secara kontinyu para juru parkir agar melaksanakan

kegiatan perparkiran sesuail ketentuan yang berlaku,.

2. Menginventarisir para juru parkir resmi untuk mencegah ber-

prakteknya para Jjuru parkir liar,
b? Yang akan dilaksanakan ialah

1., Direncanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

2. Dibangun lingkungan parkir (taman).

5.4. Hasil-hasil yang telah dicapail dengan Target yang telah di

tetapkan,

Untux mengetahul perbandingan antara penerimaan PEMDA
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lainnya serta target
dan relisasi penerimaan retribusi parkir, dapat dilihat pada

tabel-tabel sebagai berikut dibawah-ini




Tabel V. 1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAaN PEMBA KHUSUS RETRIBUSI PARKIR
KOTAMADYA DAERAH., TLNGKAT II uJuNG PANDANG TAHUN

ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991

Tahun Target Realisasi p 4
| (Ep): (Rp)'
1286,/1987 75,000.,000,00 25.889.876,00 43,52
1987/1988 100,000,00Q, U0 13.,031,550,00 33,03
1988,/1989 200,000,000,00 79,791,955,00Q 39,99
1989,/1930 225,.00Q,000,00 167,002, 4500,00 75,11
1980,/1491 306.00Q.,000,00 185,3649.550,00 60,58

Sumber = Kanotr Dipenda Kotamadya Ujung Pandang |

dan diolah kembalzx. |



Tabel Vo 2

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

UJUNG PANDANG TAHUN 1986/1987 - 1990/1991

Jenis 1986/1987 1987 /1988 1988/1989 1989,/1990 1990/1991
Pajak 1.670.937.038 | 2,113,194,505 |2.,209.690,656 [2,292.328,502 |2.573.692.163
Retribusi 20,993,093,579 2,560.129,682 3.7723,919,276 3.,116,034,555 4,083,145.721
Bagian

Laba PDAM 24,490,382 24,490,382 33.501.075 16.666.669 103.154,700
Penerimaan

Dinas—dinaL 286,526,008 309,364,120 271,161,667 466,590,233 343,522,347
Penerimaan

Lain~lain 249,552,691 689,375,300 652.433,346 [1.007.432,591 440,069,325

|

Jumlah 5.224,599,698 5.696,553.989 6,940,706,020 6,.899,052,550 74543,584,256
Sumber : Kantor Dipenda Kotamadya Ujung Pandang

dan diolah kembali.




Tabel V.3

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

TINGKAT II KOTAMADYA UJUNG PANDANG

TAHUN 1986/1987 - 1990/1991.

Tahun Retribusi Parkir Pendapatan asli %
(Rp)’ (Rp))

1986,/1987 25,889.876,00 5,224,599,698;00 0,5

1987,/1988 13,031.,550,00 5.696,553,989,00 0,2

1988,/1989 790791,955,00 6.,940,706,020,00 Tvd

1989,/1990 167.002,300,00 6,899,052,550,00 2,4

1990/1991 185,369,550,00 7.543,584,256,00 2,5




Jika kita memperhatikan tavel V.l yaitu target dan rea-
lisasi penerimaan PEMDA khusus retribusi rarkir Z{otamadya Tae-
rah Tingkat 11 Ujung Fandang cari tiap-tiap tahun yaitu mulai
dari tahun 1986/1987 sampai dzngan takun 1990/1991, ternyata
realisasi penerimaan retribusi parkir sejak tahun 1986/1987
sampal dengan tahun 1650/1991 tidak perrah mencaral target yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Cmaerah Tingkat II Kotamadyrz
Ujung Fandang seperti yang terlihat pada prosentase dari reali-
sasl dan target retribusi parkir dibawah ini
Tahun 1986/1987 sebesar 43,52 %

Tahun 1987/1988 sebesar 33,03 %

Tahun 1988/1989 sebesar 39,%9
Tahun 1989/1990 sebesar 75,11
Tahun 1990/1991 sebesar 60,5

N W

%

Ini disebabkan karenz pengelolaan perparkiran selama ini
masih belum menemukan bentuk yang ideal, Juga banyak dipenga-
ruhi oleh sikap dan mental para juru parkir, yang menurut sta-
tusnya bukan pegawai negeri,

Bahwa disamping sikap mental dari rada juru rarkir terse-
but juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran para pemekai jasa
parkir sewaktu memarkir kendarzannga sehingga uang yang dipun-
gut para juru parkir sebahagian besar disalah gunakan oleh para
juru parkir yang bersangkutan, dan pecmasukan untuk ke Kas PEMDA
sedikit jumlahnya.

Akibatnya retribusi parkir lebih baznyak dinikmati oleh

juru parkir, jadi setoran ke Xas PEMDA jumlazhnya sedikit. Tan
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apabila kita membtandingkan realisasi Pendaratan Asli Daerah
Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang dengan resalisasi penerimaan
retribusi parkir nulai sejak tahun 1986/1987 sampai dengan ta-
hun 1990/1G691 ternyata hasilnya sangat kecil yaitu

Tahun 1986/1987 sebesar 0,5 %

Tahun 1987/1988 cebesar 0,2 %

Tahun 1968/1989 sebesar 1,1 %

Tahun 1969/1990 ssbesar 2,4 %

Tahun 1990/19%1 cebesar 2,5 %

Disini terlihat bakwa ternyata pendaratan yanz disumbang-
kan oleh retrivusi parkir meningi=t tiap tahunnya karena ter-
bukti bahwa prossntase tiap tahun meningkat karena hasil dari
perhitungan antara realisasi rarkir dan pendaratan asli Daerah
lainnya.

Diharapkan juga agar petusas/vegawai Lipenda Tingkat II
Kotamadya Ujung Fandang supayz mengawasi para juru varkir agar
dapat memberi hasil yang baik, demi kelancaran pembangunan di-

segala sektor,




Perhitungan.

1. Prosentase besarnyz dana yang diterima PEMDA dari Retribusi

Parkir dibandingkan dengan pendapatan dari Sektor lain :

25.889.876 o 100 %

Tahun 1986/1987 = = 0,5
c.224.599.698

Tahun 1987/1988 = 13.051.350 100 % = 0,2
5.696.553.989

Tahun 1988/1989 = 79:791+955 % 100 % = 1,1
6.940,706.020

Tahun 198971990 =  167.002.300 o 150 o _ 5.y,
6.899.052.550

Tahun 199071991 = 185:369.550 1509 ¢ = 2.5

7.543.584.256




BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari ureian-uraian dan keterangan-keterangan yang penulis

kemukakan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberara simpulan

sebagal berikut

1.

2.

S

Dimanz kenyataan yang kita hadapl sekarang semakin meningkat-
nya kegiatan pemerintah deerah dibidang pembangunan, maka
penyediaan dana adalah merupakan hal yang vital tagi kelan-
caran Pembangunan, Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut,
maka dapat melepaskan diri dengan jalan mengali potensi yang
ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Paerah itu
sendiri,

Guna membiayai segala aktivitas Pemerintah, baik kegiatan
yang menyangikut masalah rutin maupun kegiatan yang bersifat
pembangunan, Kemampuan keuangan pemerintah daerah sangatlah
terbatas, sehingga pada umumnya sebahagian besar dana-dana
yang dibutuhkan berasal dari Pusat atau dengan kata lain
berasal dari Pusat, Jadi Pemerintah Daerah harus giat memun-
gut retribusi.

Salah satu retribusi adalah Retribusi Parkir ini merupakan
salah satu sumber pendapatan asli Paerah Tingkat 11 kotama-
dya Ujung Pandang, walaupun jumlahnya relatif kecil dalam
penerimaan asli Daerah, ini disebabkan oleh karena kKurangnya
kesadaran masyarakat sewaktu memarkir kendaraannya dan tidak

memintah karcis sehingga uang yang dipungut para juru parkir
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sebzhagian besar masuk kekantong Juru parkir yang bersangku-
tan dan pemasukan kerada Xas Pemerintah Daerah sedikit jum-
lahnya, hal ini disebabkan kerena kurang pengawasan yang ke-
tat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam tabel V,1 terli-
hat bahwa, apa yang dikarapkan kurang mencapai target yang
ditetapkan oleh Pemerintah,

Dalam analisa tada bab sebelumnya telah diperoleh bahwa sum-
bangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli Daerah rata
rata Rp 94,217,046,2

Ditinjau dari penerimaan retribusi parkir penerimaannya me-
ningkat terus menerus dibandingkan dengan target yang diten-
tukan kenaikannya tidak berfluktuasi.

Perlu dicatat bahwa walaupun sumbangannya terhadap penerima-
an asli Dasrah sangat kecil namun memperlihatkan kecendrun-

gan naik terus menerus,

. Oleh sebab itu tidaklah keliru kalau dikatakan bahwa pening-

¥atan penerimaan retribusi parkir merupakan salah satu sum-

ber pendapztan asli Paerah yang potensial.

6.2 Saran-saran.

Agar supaya target yang direncanakan dalam pemasukan dan

penerimaan keuangan Daerah, wnususnya penerimaan Heiribusi par-

kir, maka penulis pada kesemratan ini mengajukan berbagal saran

yang sifatnya membangun.

l.

Meningingat pentingnya penerimaan retribusi dalam menunjang
Pendavatan Asli Daerah, kiranya Pemerintah Daerah lebih giat

lagi dalam meningkatkan /mengalakkan pemungutan retribusi,
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agar setiap tahunnya apa yang diharapkan daraf mencapai ha-
sil sesuai target yang telah ditetankan oleh Pemerintah.
Dengan meningkatnya pelaksznaan pembangunan Daerah dewasa
ini, maka penulis sarankan pula,sebab dengan pengawasan yang
baik dapat memberikan hasil yang baik pula, disamping itu
rara peiugas khususnya karyawan dan karyawati Dipenda Tingkat
ITI kotamadya Ujung Pandang tidak mengabaikan kepsrcayaan yang
telah diberikan keradanya sebagai abdi Negara dan juga abdi
masyarakat pada umumnya.

Agar pensrimaan retribusi parkir ini dapat meningkat setiap
tahunnya supaya para juru parkir diberikan sanksi, bagi yang

menyalagunakan cana tersebut,diambil tindakan yang tegrs.
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LEMBARAN DAZRAE
KOTAMADYA DAERAH TINGXKAT ITI UJUNG PANDANG
NOMOR : 1 TAEUN 1990 SERI : B NOMOR : 1

{EZ=INTAE KOTAMADTZA DAZRAH TINGKAT IX
UJUNG PANDANG
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAZRAZ TINGKAT II
UJUNG FANDANG
MOMOR : 7 TAHUN 1990
TENTANG

SNGZLOLAAN PEZRPARKIRAN DALAM KOTAMADYA

CAERAH TINGKAT II UJUNG FANDANG
DZWDAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAZRAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG,

Menimbtang : a. Ezhwa dengan meningkatnya pembangunan dalam Ko-
tamadya Daerah Tingkat IT Ujung Pandang, khusus
keperluan jaringan-jaringan lalu lintas serta
meningkatnya volume kendaraan, sehingga dipan-
dang perlu untuk lebih menertipkan kefiatan per-
pzrkiran.

b, Ezahwa kegiatan perparkiran tidak’'dzpat dipisahkan
dangan penyelengpgaraan pelayanan umum, pengaturan
lalu lintas jalan, penataan lingkungan, keamanan/’
katertiban dan vengurangan beban sosial melalui

panyaluran tenaga lkerja serta sebagai sumber
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pendacatan Daerah, vperlu dibina untuk meningkat-
kan veranannya dalam bidang pembangunan Paerah.
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu peraturan
Caerah sebagal ﬁengganti Peraturan Daerah Kota-
madya Dazrah Tingkat II Ujung Pandang MNozor 14
Tahun 1¢79 tentang Pengelolaan Parkir dan Penja-
gaan Zendaraan Paerah Keotamadya LCaerah Tingkat
IT Ujng Pandang (lembaran Laerah lomor 1 Tahun
1980 Seri B Nomor 1).

Undang-undang lo.l2 Drt. Tahun 1957 tentang Pe-
raturan Umum Retribusi Daerah (lembaran Negarad
tanun 1957 No,57 , Tambahan Lembaran Negara No,
1288) .,

Undang-undang Nomor.29 Tahun 1959 tentang Pem-
tukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Sela-
tan (Lembaran Negara Tahun 1959 No, 74, Tambahan

lembaran Negara No.1822) jo. Peraturan Pemerin-
tah No.51 Tahun 1971 tentang Ferubahan Batasan-

batasan [aerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-
kzbupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepula-
uan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65, Tam-
bahan Lembaran Negara No.2970).

Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang lalu lin-
tas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Ta-

hun 1255 No,.25 Tambahan Lembaran legara No.2742).




Menetapkan :

b

De

10,
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Undang-undang Yo.5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Dzerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara NO.
3037).

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang

Fengurusan, Pertanggungjawaban dan Fengawasan

keuangan Daerzh (Lembaran Negara Tazhun 1975 No,
5)

Peraturan Menteri Dazlam Negeri No,l4 Tzhun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Keputusan Mentri Perhubungan No. KM.%?O/LXPhb/?B
tentang Perambuan.

Yeputusan Menteri Perhubungan No.PM.3/L/Phb-75
tentang Cara-cara Penempatan, Pemasangan dan Ke-
tentuan-ketentuan lain mengenai Perambuan Lalu
lints di Jalan Raya.

Keputusan Menteri Dalam ilegeri Nomor 362 Tahun
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan DCaerah
dan Vilayah.

Keputusan Meteri Dalam liegerl Nomor 43 Tahun
1980 tentang Pedaman Pengelolaan Ferrvarkiran di
Laerah,

MEMUTUSXAN :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGXAT ITI UJUNG

PAUDANG TENTANG FZNGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KOTA-

MADYA DAEZRAH TINGHZAT II UJUNG PANDANG,
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Feraturan Lzerah ini yang dimaksud dengzzn :
Pemerintah I[zerah islah Femerintah Kotamadya Daerazh Tingkat
IT Yjung Fandang.
exala [Caerah ialah Walikotamadya ¥ epala LCaerah Tingkat 11
Ujung Fandang,.
Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung rzndansg.
Dinas Tendzpatan Dazerah ialah Dinas Pendagpatan Tzerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Ujung Fandang disingkat Digenda,
Farlir ialah menempatkan dengan memberhentikan untuk semen-
tara kendaraan ditempat parkir yang telah ditetapkan dengan
dikenakan pembayaran,
farcis ialah tanda pembayaran retribusi atau sewz parzir,
EBadan Pengelola Perparkiran ialah Unit Pelaksana Dzerzh di
dalam penyslenggaraan kegiatan perparkiran yang meliruti pe-
rencanaan, pelaksanaan, vengendalian dan pengawasan,
Zadan Fembina Perparkiran ialah Badan yang berada ci bvawah
dan bertanggung jawab kepada repala Paerah untuk msngarahkan
kegiatan-kegiatan pengelolaan perrarkiran dan mengxeordina-
sikan Instansi-instansi yang dianggap penting.
Tempav rarkir ialah tempat memarkir kendaraan untuk ssmenta-
ra dengan menggunakan jalan, pelataran parkir, linzkungan
varkir, gedung sebagai tempat parkir.

elatzrzn rarkir ialah bidang tanah yang bukan maruszzan



bagian jalan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
Lingkungan rarkir ialah lokasi pada wilayah tertentu yang
mempunyal batasan-batasan yang ditentukan sebagai tenmpat
rarkir.

Gecdung parkir ialah suatu bangunan atau suatu bagian banzu-
nan vang verfungsi sebagai tempati rarkir,

Fetzk varzir ialah bagian-bagian deri tempat parkir untuk
memzrkir suatu kendaraan yang ditandai dengan garis oputih/
tanda-tanda tertentu,

Sews 1alah pembayaran yang dikenzkan atas penggunaan petzk
rarxir di gudang-gudang parkir atau pelataran parkir milik
verorangan/Eadan Rukum,

Bangunan Umum/Perdagangan ialah bangunan yang veruntukannya
dipzkai untuk segalz macam kegiatan penggunaan umum yaitu
untuk pertemuan umum, kantor, hotel, hiburan, rumah sakit,
lembtaga pemasyarakatan, toko, pendidikan dan bangunan-ban-
gunan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Usaha Ferparkiran ialah usaha yang dilaksanakan oleh swasta
dengan menyediakan bidang tanah (Pelataran) atau bangunzn

untuk tempat parkir kendaraan minimim 10(sepuluh) petak tar-

BAB II
FPERIZINAN
Pasal 2
Usahz perparkiran dalam Daerah diselenggarakan dengan izin

tertulis RXevada Daerah,

61
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L.

Izin dimaksud ayat (1) di atas diberikan unutk jangka waktu
paling lama S5 (lima) tahun dan dapat diperpanjans atau di-
perbaharui serta dapat dicabut apabila persyaratzn-persya-
ratan izin tidak terpenuhi, ;
Izin usaha perparkiran diberikan setelah memenuhi gersyara-
tan-persyaratan yang ditentukan,
Untuk usaha perparkiran dimaksud ayat (3) di atas tersedia
bidang tanah (pelataran parkir) atau bangunan untuk femrat
varkir kendaraan minimum 10 (sepuluh) petak parkir,
Pemegzng izin usaha perparkiran dihzruskan menyetor kepacda
Pemerintah Daerah dari hasil pungutan reiribusi atau sewa
yang citerimanya.
Kepada Daerah menetapkan persyaratan, prosedur cdan ketentuan
lain mengenzi perizinan dimaksud ayat (1) rasal 2 di atas.

BAB TIT

PENGELOLAAN
Pasal 3

Pencgelolaan permarkiran dalam Daerah dilakukan oleh Pemz-

rintah Daerah,

1.

Pasal 4
Unutk memungut retribusi/sewa parkir hanya dapat dilakukan
dengan izin tertulis Kepala Daerah.
Unutk pengelolaan tempat parkir milik atau yang dikuasai Pe-
merintah Daerah, begitu pula untuk pengszxdsan dan pembinaan
perparkiran lainnya, Kepala Laerah dapat membentuk suatu Ba-

dan Pengelola yang merupakan Unit Felahksana Daerzh.

62




Se

Disamping Badan Fengelola Perparkiran dimaksud ayat (2) di

atas, Kerala Daerah dapat pula membentuk Badan Pembina Pen-
gelola vperparkiran guna mengarahkan kegiatan-kegiatan pen-
geleclaan perparkiran dan mengkoordinasikan Instansi-instan-~
si yang dianggap penting.
Pasal 5
Penggunaan tempat-tempat parkir ditetapkan dengan Surat Ke-
putusan Kepala Daerah.
Fada tempat-tempat parkir sebagai dimaksud ayat (1) pasal
ini dipasang rambu-rambu dan atau tanda-tanda lain yang
bentuk, ukuran, serta cara pemasangannya ditetapkan oleh
Fapala Daerah sesual ketentuan-ketentuan yang berlalku.
Pasal 6
Unutk pengelolaan perparkiran, Kepala Daerah dapat mengada-
kan kerja sama dengan pihak ketiga selama-lamanya 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali.
Eentuk dan syarat-syrat kerja sama yang dimaksud ayzt (1)
di atas ditetapkan oleh Kepala Taerah,
Pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) céi atas
harus menyetor 50 % (lima puluh persen) kepada Pemerintah
Paerah dari nilai nominal karcis yang diambil.
Pasal 7
Pemilik/yang menguasai bangunan umum/perdagangan harus me-
nyediakan tempat/ruangan parkir yang persyaratan-persyara-
tannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pengecualian dari ketentuan ayat (1) di atas diteitarkan oleh

Kenala Daerzh,




Pasal 8
Pemerintah Daerah/Instansi yang ditetapkan oleh Zerala Cae-
rah dasat menderk kendaraan yang menggunakan tezrat pargpar-

kWiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yzng berlzku se-

't

erti dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) ssrta kenda-
rzan yang raerkir/mogok yang menggangsu kelancarzn lalu lin-
tas urutk dibawa ketemrat penyimpansan yang ditetukan.
Kepvadz pemilik/pemegang/renanggung jawab maupun angezudi
kendarzan dimaksuckan dalam ayat (1) di atas, dizenek=zn bi-
aya pa¥saan penegakan hukum berupa :

a. Biaya menarik/ menderek kendaraan,

b, Bizya venggunzan tempat-tempat penyimpanzan.
Setelan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kerada
pemilik kendaraan, dan kendaraan yang berséngkutan tidak
diambil jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendarzan terse-
but diverlakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku,
Instansi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan prosedur ser-
ta pelzksanaan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) c¢i atas di-
tetapkan oleh Kepala Laerah.

BAPBR IV
PENGGUNAAN KARCIS

Pasal 9

Untuk tengelolzan parkir diwajibkan menggunakan karcis yang

19

telah disediakan dan diberikan tanda khusus olek Zepala

Laerah.
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Bentuk, ukuran warna serta tanda khusus karcis dimaksudkan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasgal 10

. Karcis adalah merupakan bukti parkir kendaraan,

Karcis hanya dapat dipvergunakan untuk satu kalt memarkir
xendaraan dan Jjuru parkir harus merobelt setelah kendaraan
diambil.
Potongan (strook) karcis lengkap kepada Kepala Daerah atau
kepala pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11
Karcis-karcis yang telah disediakan oleh Kepala Dazerzh da-
pat diambil oleh pengelola gedung parkir atau pelatzran par-
kir-swasta-setelah membayar kemuka sebanyak 50 % (liza puluh
persen) dari jumlah yang harus disetor kepada Pemerintah
Daerah.
pengambilan karcis berikutnya yang telah disediakan oleh Ke-
pala Daerah baru dapat diberikan setelah melunasi kewa jiban
dan vengambilan terdahulu.

BAB V

KEZ'JIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

. Setiap pengemudi kendaraan yang menempatkon kendaraznnya di-

suatu tempat parkir/gedung rarkir /pelataran parkir wajib
membnyar retribusi atau sewa parkir serta mematuhi semua ra-
mbu-rambu/tanda-tanda lzin/retunjuk yang terpasang/yangdibe-

rikan.
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Setiap pengemudi/pemilik kendaraan wajib menempatkan %enda-
rann dalam keadaan terkunci pada terratl parxir kendaraan
yang telah ditetapkan.

Setiap juru parkir kendaraan diwajibkan :

a. menspatkan kendaraan yang diparkir menurut cara/sistem
rarzir yang dtetapkan oleh Kepala Daerah.

b, Mengatur kendarazan yang diparkir dengan memperhatiken as-
pek keamanan’/ketertipan kendaraan yang ﬁiparkir serta ke-
lancaran lalu lintas,

c., Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan
yang diparkir dan tidak bertanggung Jjawab atas hilangnys
barzng barang yang disimpan pada/dalam kendaraan.

d. Menggunazkan paokaian seragam, tanda pengenal dan perleng-
kapan lainnya.

Setiap juru parkir dilarang :

a. Menzgunalkan karcis selain yang disediakan dan diberikan
tanda khusus oleh Kepala Daerah.

b. mengpunakan karcis lebih dari satu kali.

¢. meminta pembayaran diluar jumlah yang telah ditetackan
dalam knrcis.

BAB VI
PENGAMBILAN KENDARAAN
Pasal 153

Fada saat pengemudi/pemilik hendak mengambil kendaraannya

diwa jibkan menyerahkan kembali potongan karcis yang dipebang

dan kerada juru parkir untuk dirobek setelah dicocokkan
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nomornya.
Dalam hal pengermudi/pemilik kendaraan tidaxz dapat memperli-
hatkarnd potongan karcis yang diregangnya, mzxa kendaraan
tersebut dapat diserahkan oleh juru parkir ztas tanggung
jawzbnya setelah terlebih dahulu meneliti bukti pemilikan
kendarazn dan tands pengenal pengemudi/pemilik kendaraan
tersedut.

Dalam hal terjadi keragu-raguan atas pembubktian dimaksudkan

ayat (2) -diatas, maka penyrahan dilakukan c¢ihadapan rejabat

yang berwenang.
B'AB VIiI
RET RO BUS T
Pasal 14

Besarnya retribusi dan sewa parkir pada lingkungap parkir

dan gedung parkir yang menggunakan alat untiuk menentukan la-

manya parkir adalah :

a. Kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih Rp.EOO,—(dﬁuﬂ
ratus rupih) untuk parkir sampai 2 (dua) jam dan untuk
setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnyz ditambah Rp.100
(seratus rupiah}.

b. Kendaraan bermoteor beroda dgh Rp.100,~(seratus rupiah)
untuk parkir sampai 2 (dua) jam dan untuk setiap 1l(sztu)
jam lima puluh rupih).

¢. Sepedz Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk parkir sampai
dau jam dan untuk setiap 1 (satu) jam kelebikan berikut-

nya ditambah Rp.25,-(dau puluh lima rupiah).
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Penempatan dan penggunaan alat untuk menentukan lamanya par-
kir serta pesyaratan-persyaratan ditetapkan dengan Surat Ke-
putusan Kepala Daerah.
Tahzp tempat parkir yang belum menggunakan alat untuk menen-
tukan lamanya waktu parkir, jumlah pembayaran parkir adalah:
a&. Zendaraan beroda tiga atau lebih Rp, 200,-(dau ratus ru-
piah).
b, Yendaraan beroda duaz Rp,l00,-(seratus rupiah).
c. Sepeda Rp.50,- (lima puluh rupiah).
Pasal 15
Biaya menarik/mendereXx kendaraan berctor beroda tiga atau
lebih Rp.15.000,-(1lima belas ribu rupiah).
Untuk blaya penyimpanan kendarzan diperlukan ketentuan seba-
gaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotaﬁadya Daerah Ting-
kat II Ujung FPandang tentang Retribusi Penggunaan Pelataran.
Pasal 16

FPengelolaan gedung parkir dan pelataran parkir swasta

ang memungut sewa diwajibkan membayar setoran kepada Pemerin-
(=]

tah Paerah sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai n8-

minal karcis yang bersangkutan.

Pasal 17

Talam hal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat(2) sehingga

jalanan/pelataran dugunakan sebagai tempat parkir diharapkan

manjadi pelanggang bulanan retribusi parkir masing-masing seba-

gar :

a, fLencdaraan bermotor beroda tigs atau lebih Rp. 7.800,-

(tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan,




b. Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 3.900,-(tiga ribu sem-
bilan ratus rupizh) per bulan,
¢. Sepeda Rp.1l.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh ru-
piah),
Pasal 18
1. Tarzadap tempat-tempat tertentu Kepala Daerah dapat menge-
cualikan/membebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi.
2. Fembebasan dari kewajiban pembayaran retribusi dan sewa
sebagaimana dimaksud pasal 14 dan 15 di atas hanya berlaku
bagi kendaraan Pemadam Kebakaran, Ambulance, Mobil Mayat,
Mobil Sampzh, Mobil Patroli yang bertugas dan kendaraan la-
in yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam E?sal 7 ayat
(1), rasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (2) dan (3), pasal 12 dan
pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu ripiah).
Bl B Gl
XETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Hal-hal yang bvelum diatur dalam Peraturan Taerah ini akan
diatur kemudian cengan Surat Keputusan Kepala Taerah seranjang

mengenai pelaksanaannya.
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BAB X
PENUTUP
Pasal 21

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN TENTANG PENGE-
LOLAAN PERPARKIRAN" dan mulai berlaku sejak tangsgzl diun-
dangkannya,

2. Tengan barlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dae-
rah Xotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun
1979 tentang Fengelolaan Perparkiran dan Penjagaan Kendaraan
dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran
Daerah l!lomor 1 Tahun 1990) Tanggal 6 Desember 1990 dinyata-
kan benar-benar sah dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan.




